







A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara 
yang sedang melakukan perbaikan sistem birokrasi pemerintahan. Perbaikan 
sistem birokrasi merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, pemerintah melakukan 
berbagai upaya perbaikan sistem birokrasi dengan memanfaatkan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengubah sistem administrasi 
pemerintahan tradisional menuju pemerintahan secara elektronik atau disebut juga 
E-government. The World Bank mendefinisikan E-government serbagai suatu alat 
yang dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
publik dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi 
(Information and Communication Technology /ICT) (www.worldbank.com).  
Dalam website Kemendagri (www.kemendagri.go.id) menyebutkan bahwa 
implementasi E-government di negara berkembang seperti Indonesia merupakan 
sebuah tantangan dan juga sebagai salah satu kesempatan untuk meningkatkan 
pelayanan publik. Implementasi E-government di Indonesia diharapkan mampu 
meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah kepada publik serta 





ini untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai akibat 
dari kurangnya transparansi pemerintah kepada publik. 
Transparansi menjadi sesuatu yang penting dan keharusan bagi setiap 
pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut 
menginstruksikan kepada seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih 
transparan, bertanggungjawab, dan berorientasi pada pelayanan publik yang 
sebaik-baiknya. Pelayanan publik harus memenuhi asas pelayanan publik yaitu 
akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, 
monitoring kinerja, penangangan pengaduan yang dapat diperoleh setiap pemohon 
informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana 
sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. Implementasi E-government di Indonesia bukan merupakan hal 
yang baru dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. 
Menyadari manfaat dari E-government, Pemerintah Republik Indonesia telah 
mengeluarkan beberapa kebijakan terkait impelementasi E-government (Harijadi, 
2004). Pemerintah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan E-government melalui 
Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional 
pengembangan E-government. Berdasarkan Inpres tersebut, setiap instansi 
pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk 
meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan 





Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menunjukkan bahwa 
pemerintah Indonesia memiliki kemauan politik untuk keberhasilan pelaksanaan 
E-government di Indonesia, bahkan ke tingkat pemerintah daerah. Selain itu, 
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE) juga mendukung implementasi E-government untuk 
meningkatkan transaksi pelayanan publik. Namun kelengkapan kebijakan tersebut 
belum memberikan hasil yang signifikan untuk pengembangan E-government di 
Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tingkat implementasi E-government 
Indonesia masih tergolong rendah di Asia Tenggara menurut United Nations E-
government Surveys. Pemerintah juga memberikan apresiasi dan dorongan 
terhadap pengembangan E-government kepada setiap instansi pemerintahan baik 
itu pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan 
memberikan penghargaan PeGI (Pemeringkatan E-government Indonesia). 
Implementasi E-government di Indonesia tergolong lambat dikarenakan beberapa 
faktor diantaranya yaitu infrastruktur yang belum merata, tingkat sumber daya 
manusia yang masih tergolong rendan dan tidak kalah pentingnya yaitu Indonesia 
memiliki variasi budaya yang berbeda-beda. Untuk mengimplementasikan E-
government di Indonesia, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya 
pengembangan E-government sehingga E-government mudah untuk diterapkan 
diberbagai daerah di Indonesia yang memiliki budaya yang berbeda.  
Pemerintah Indonesia melalui menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus mengembangkan E-government 





awal pemerintahannya Presiden Jokowi menempuh upaya peningkatan E-
government dengan menjalin kerjasama antara Menteri PAN-RB dengan 
Kementrian Komunikasi dan Informasi Singapura. Singapura dipilih sebagai mitra 
pengembangan E-government di Indonesia karena Singapura termasuk kedalam 
urutan negara terbaik ketiga dunia dan urutan pertama di Asia Tenggara yang 
sukses menerapkan E-government berdasarkan United Nations Survey pada tahun 
2014. 
Implementasi E-government di Indonesia berdasarkan rangking E-
government dan jumlah pengguna internet indonesia pada Tabel 1 menunjukkan 
hasil bahwa E-government di Indonesia tidak mengalami peningkatan yang 
signifikan (UNPAN, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014). Implementasi E-
government di Indonesia tergolong rendah di Asia Tenggara dibandingkan dengan 
negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia (Rokhman, 2011). Fakta ini 
bertentangan dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang meningkat 
sangat signifikan dari tahun 2003 sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 3 tahun 
2003 hingga tahun 2014 pada Tabel 1 (APJII, 2014). Berdasarkan fakta tersebut, 
penelitian mengenai keberhasilan implementasi E-government tidak hanya 
bergantung dari dukungan pemerintah tetapi juga kesediaan warga untuk 



















2003 70 173 8 
2004 85 191 11 
2005 96 191 16 
2008 106 192 25 
2010 109 190 42 
2012 97 193 63 
2014 106 193 88 
Sumber : UNPAN dan APJII 
Implementasi E-government di Indonesia belum berjalan secara maksimal 
dikarenakan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia khususnya 
internet belum tersedia di seluruh tempat di Indonesia. E-government tidak dapat 
berjalan tanpa jaringan telekomunikasi karena seluruh data disimpan secara online 
dan saling terintegrasi menjadi satu antar pemerintah. Di samping itu juga, 
Sumber daya manusia Indonesia masih tergolong ke dalam tingkat sedang 
berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang menjadi salah satu kendala utama 
dalam mengimplementasikan E-government di pemerintah daerah.  
Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah menerapkan E-government  
dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi 
pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).  Pemerintah kota Surabaya merupakan 
salah satu pemerintah daerah yang sukses menerapkan E-procurement untuk 
melakukan pelelangan tender pengadaan barang dan jasa. Dukungan Teknologi 
Informasi mampu meningkatkan kapabilitas pemerintah dalam memberikan 





Proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan E-
procurement secara signifikan akan meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, 
transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan, selain itu biaya operasional 
dapat dikurangi secara signifikan karena tidak diperlukan lagi penyerahan 
dokumen fisik dan proses administrasi yang menelan waktu dan biaya. 
Beberapa peneliti di Indonesia melakukan penelitian terkait evaluasi 
implementasi E-government pada pemerintah daerah. Dalam  penelitian Sosiawan 
(2008) dan Annisa (2011) meneliti tentang implementasi E-government pada situs 
website pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Implementasi E-
government juga diteliti di beberapa Negara seperti Jordan (Khattab, Al-shalabi, 
Al-rawad, & Al-khattab, 2015; Al-shboul, Rababah, Al-shboul, & Ghnemat, 
2014; Majdalawi, Almarabeh, Mohammad, & Quteshate, 2015; dan Rababah et 
al., 2013), Qatar (Al-Shafi & Weerakkody, 2010), Kenya (Souter & Kerretts-
Makau, 2012), Brunei (Kifle & Cheng, 2009), Mexiko & Brazil (Gomez-reynoso 
& Sandoval-almazan, 2013; dan Sandoval-almazan & Steibel, 2013), Vietnam 
(Ha, 2016), China (Bai, 2013 dan N. Lin, Li, Dong, & Qin, 2010), Kesultanan 
Oman (Salmi & Hasnan, 2016) dan Indonesia (Medina, 2012; Dewi, 2013; dan 
Yusuf, 2016). Beberapa penelitian menggunakan faktor-faktor yang 
mempengaruhi implementasi E-government menunjukkan hasil tidak konsisten. 
Dalam penelitian Febri (2012) dan Yusuf (2016) menemukan bahwa variabel 
ukuran (size) pemerintah daerah dan tipe pemerintah daerah hasilnya berpengaruh 
signifikan. Sebaliknya, Aditya, Sutaryo & Budiatmanto (2013) menunjukkan 





Penelitian Dewi (2013) mememukan bukti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi E-government. Yusuf 
(2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
terhadap implementasi E-government.  
Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa impmentasi E-
government merupakan isu yang penting bagi pemerintah. Selain itu, hasil 
penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi E-
government menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini 
mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Yusuf (2016), namun 
terdapat perbedaan di dalam menentukan nilai tingkat implementasi E-government 
pemerintah daerah. Penelitian Yusuf (2016) menggunakan nilai PeGI (Peringkat 
E-government Indonesia) sedangkan penelitian ini menggunakan indek yang 
diperoleh dengan menggunakan beberapa indikator untuk mengukur 
perkembangan E-government yang digunakan dalam penelitian West (2007). 
Penelitian ini juga menambahkan beberapa variabel independen dari penelitian 
sebelumnya seperti jumlah auditor APIP, status APIP, kapabilitas APIP, dan 
variabel lainnya. Berdasrkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 
melakukan peneltian dengan judul: ―Analisis Determinan Implementasi E-









B. Perumusan Masalah 
Implementasi E-government pemerintah daerah di Indonesia merupakan 
bentuk reformasi birokrasi pemerintah Indonesia menuju pemerintahan elektronik. 
Salah satu tujuan pemerintah mengimplementasikan E-government yaitu untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mengimplementasikan E-
government, pemerintah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) dalam bentuk website. Website dijadikan sebagai media informasi 
pemerintah yang mudah diakses, murah, cepat serta akurat sehingga publik dapat 
mengakses informasi terkait pemerintah daerah setiap waktu. Meskipun website 
merupakan salah satu media yang sudah berkembang pesat, namun pemerintah 
daerah di Indonesia khususnya, masih belum memanfaatkan secara maksimal 
media website untuk meningkatkan pelayanan publik.  
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka pertanyaan 
penelitian yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut : 
1. Apakah jumlah auditor APIP berpengaruh terhadap tingkat implementasi E-
government pemerintah daerah di Indonesia ? 
2. Apakah status APIP berpengaruh terhadap tingkat implementasi E-
government pemerintah daerah di Indonesia ? 
3. Apakah kapabilitas APIP berpengaruh terhadap tingkat implementasi E-
government pemerintah daerah di Indonesia? 
4. Apakah size pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat implementasi E-





5. Apakah jumlah SKPD berpengaruh terhadap tingkat implementasi E-
government pemerintah daerah di Indonesia? 
6. Apakah umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat implementasi 
E-government pemerintah daerah di Indonesia? 
 
 
C. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 
pihak berikut ini : 
1. Bagi peneliti diharapkan dapat lebih memahami faktor-faktor yang 
mempengaruhi implementasi E-government pemerintah daerah di Indonesia. 
2. Bagi pemerintah daerah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
salah satu bahan evaluasi atas Implementasi E-government pemerintah daerah 
di Indonesia untuk mengambil beberapa tindakan yang dapat meningkatan 
kinerja pemerintah daerah serta mengambil manfaat atas implementasi E-
government. 
3. Bagi institusi pendididkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu 
referensi terkait implementasi E-government pemerintah daerah di Indonesia 
dalam penelitian berikutnya.  
